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Abstrak 
Abstrak diolah dalam bahasa Indonesia. Ditulis maksimal 250 kata, 
menggunakan font cambria ukuran 11, spasi 1, rata kiri-kanan. Komposisi 
abstrak terdiri dari latar belakang singkat, dilanjutkan rumusan masalah, 
metodologi penelitian (serta beragam pendekatan yang digunakan), 
jawaban rumusan masalah, dan kesimpulan. 
 
Kata Kunci: kata kunci dibuat alfabetes, maksimal 3 kata, dipisahkan 
dengan titik koma. 
 

A.​ Pendahuluan 
Bagian pendahuluan sampai daftar pustaka ditulis 

menggunakan font cambria, ukuran 12, spasi 1.15 (remove space 
after paragraph), rata kiri-kanan. Setiap awal paragraf ditulis 
menjorok ke dalam sejauh 1 cm. Pendahuluan berisi uraian 
masalah-masalah yang kamu hadapi penelitian. Jelaskan das sein dan 
das sollennya. Mengapa tertarik memilih penelitian ini, dan 
seterusnya. Jika ada kutipan langsung, ditulis dengan spasi 1.0. Total 
karakter artikel berkisar 5000-9000 kata. 

Di bagian akhir pendahuluan, pastikan menuliskan rumusan 
masalah. Rumusan masalah tidak dibuat dalam sistem 
penomoran, melainkan ditulis dalam bentuk paragraf. Lalu 
dilanjutkan dengan metodologi apa yang digunakan dalam penelitian: 
jenis penelitian, sumber data, pendekatan, dan cara analisis.  

 
 



 

Semua kutipan harus menggunakan mendeley, zotero atau 
aplikasi lainnya dengan gaya Chicago Manual of Style 17th edition 
(full note).1234567 

B.​ Pembahasan 
Bagian pembahasan menguraikan jawaban dari rumusan 

masalah. Namun sebelum itu, penting menjelaskan kajian 
kepustakaan atau teori sebagai pijakan. Jika ingin membuat sub-bab, 
cukup ikuti contoh berikut. 
1.​ Sejarah Pembubaran Politik 
2.​ Politik Hukum 
3.​ Dst…. 
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C.​ Kesimpulan 
Kesimpulan berisi jawaban dari hasil diskusi. Kesimpulan harus 

dibuat dalam bentuk paragraf, bukan dengan sistem penomoran. 
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